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ARTICLE HISTORY ABSTRAK 

Perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam hal ini  “Financial technology” 

atau “ fintech” memunculkan kejahatan-kejahatan baru terutama kasus yang terkait 

pinjaman online. Persoalan mengenai kejahatan akibat pinjaman online ini sering 

dipicu oleh korban yang mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan, 

dalam hal ini kejahatan tidak mungkin timbul jika tidak adanya pelaku dan korban 

kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dikaji dapat di 

identifikasikan sebagai berikut: Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak 

pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Bagaimana proses perlindungan 

hukum terhadap tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online? Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif 

yakni peraturan yang mengkaji peraturan perundang-undangan  dan berbagi 

literature yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan ditemukan Berkaitan dengan peranan korban dalam 

terjadinya tindak pidana pengancaman sehingga dapat mempermudah dirinya 

menjadi korban. Upaya dalam penanggulangan dalam kasus pengancaman 

pinjaman online dapat dilakukan baik oleh pemerintah, instansi yang berwenang 

dan masyarakat itu sendiri 

Kata Kunci: Korban; Pinjaman Onlie; Pengancaman 

 

ABSTRACT 

The development of technology in the financial sector in this case “Financial 

technology” or “fintech” raises new crimes, especially cases related to online loans. 

The issue of crime due to online loans is often triggered by victims who have an 

important role in the occurrence of crime, in this case crime cannot arise if there are 

no perpetrators and victims of crime. Based on this description, the problems studied 

can be identified as follows: How is the role of the victim in the occurrence of 

criminal acts of threatening in online loan cases? How is the process of legal 

protection against criminal acts of threatening in online loan cases? The method 

used in this research is normative legal research method, namely regulations that 

examine laws and regulations and share literature related to the problems in the 

study. Based on the results of research and discussion, it is found that related to the 

role of the victim in the occurrence of criminal acts of threatening so that it can make 

it easier for him to become a victim. Efforts in overcoming online loan threatening 

cases can be carried out both by the government, authorized agencies and the 

community itself 

Keywords:  Online Loan; Threatening; Victim 

Diterima: 16-05-2025 

Direvisi: 23-05-2025 

Publish: 31-05-2025 

 

 

 

  



 

 Jurnal Parhesia  

Volume: 3 No 1 Maret 2025, E-ISSN: 3021-7555 
 

140 
 

1. Pendahuluan  

 

Kemajuan teknologi telah merubah berbagai sektor usaha, termasuk dalam lembaga 

keuangan yang mengalami transformasi dari model konvensional ke model berbasis teknologi, 

seperti peer to peer lending (p2p-lending) atau lebih dikenal dengan pinjaman online, yang 

menawarkan inovasi di bidang keuangan sebagai hasil dari evolusi teknologi dan memberikan 

kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Peer to peer lending 

(p2p-lending) memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien yang melibatkan registrasi, 

pengisian identitas diri, penulisan nomor rekening dan kemudian pencarian dana hal itu 

terbanding terbalik dengan system yang diberikan bank konvensional.1Peer to peer lending 

(p2p-lending) dan pinjaman online memberikan solusi keuangan terhadap masyarakat. 

Transformasi ini memberikan akses finansial yang lebih mudah dan cepat, dalam mendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat.2  Hal ini memberikan peluang bagi pengguna yang 

meimbutuhkan dana ceipat, teitapi tingginya peiminat pinjaman online meimbeirikan peiluang bagi 

peilaku untuk meilakukan tindakan yang meirugikan . 

Peirusahaan-peirusahaan peinyeidia jasa pinjaman onlinei teirlibat dalam tindak keijahatan, 

seipeirti peingancaman, peimeirasan, dan peinyeibaran data pribadi. Hal ini teirbukti deingan data 

peingaduan yang disajikan oleih Yayasan Leimbaga Konsumein Indoneisia (YLKI), yang meincatat 

seibanyak 535 aduan seilama peiriodei 2018-2022. Dari 535 aduan, 22,4% beirasal dari korban 

pinjaman onlinei. Seihingga peirmasalahan yang utama yang diadukan konsumein adalah proseis 

peinagihan.3 Proseis peinagihan yang dilakukan oleih pinjaman onlinei adalah Peinyalahgunaan 

data pribadi seipeirti nomor teileipon, foto, videio, dan beirbagai hal.  Ancaman dan teirror yang 

dilakukan peirusahaan pinjol dimulai deingan meingancam dan meinyeibarkan data priibadii 

keiluarga, keirabat, teiman dan kontak. Sosiial Heiniing Wiidyastutii meinjeilaskan salah satu dampak 

darii hal iitu seipeirtii  meinyeibabkan gangguan psiikologiis pada  korban seipeirtii, paniik, geiliisah, dan 

biingung seihiingga meintal korban teirganggu dan tiidak biisa beirjalan deingan.4 

Hal iinii teintunya meilanggar keiteintuan pasal 26 huruf c Peiraturan Otoriitas Jasa Keiuangan 

Nomor 77/POJK.01/2016 teintang Layanan Piinjam Meimiinjam Uang Beirbasiis Teiknologii 

Iinformasii, diimana piihak peinyeileinggara piinjaman beirbasiis teiknologii iinformasii wajiib meinjamiin 

bahwa peiroleihan, peinggunaan, peimanfaatan, dan peingungkapan data priibadii yang diipeiroleih 

harus beirdasarkan peirseitujuan darii peimiiliik data priibadii teirseibut, keicualii diiteintukan laiin oleih 

keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. Peirbuatan piihak piinjaman onliinei yang meinjadiikan 

seiseiorang meinjadii eimeirgeincy contact tanpa seipeingeitahuan dan peirseitujuan darii peimiiliik data 

priibadii teirseibut yaiitu peimiiliik nomor teileipon meirupakan suatu tiindakan meilawan hukum 

seihiingga peimiiliik data dapat diirugiikan dan meinjadii korban teirkaiit peinyalahgunaan data 

priibadiinya.5 Meireispon hal teirseibut Otoriitas Jasa Keiuangan teilah meilakukan peimblokiiran 

 
1Setiyo Utomo, Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum, Samarinda, Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman), 2020, hlm.2. 
2 Nurfadilah, Ashadi L. Diab, Andi Novita Mudriani Djaoe, Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Pinjaman Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2022, hlm. 49-50. 
3 Ibid. 

4 Dewi Andriani, Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak oleh Fintech Ilegal, Fakultas ekonomi 

Syariah IAIN Kendari, 2022, hlm.50. 
5Setiyo Utomo,Afian dan Lisa Aprilia, Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online, Jurnal 

crepido, 2022, hlm.70-82. 
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piinjaman onliinei iilleigal, seibanyak 5.000 kontein piinjaman Onliinei iilleigal teilah diiblokiir.6 

Meiniingkatnya jumlah masyarakat dalam peinggunaan meidiia eileiktroniik beirpoteinsii 

meiniimbulkan peirpiindahan keijahatan dan peilanggaran kei duniia maya, hal teirseibut diiseibabkan 

peiriilaku masyarakat yang seiriing meingabaiikan iinformasii dii iinteirneit seihiingga meiniimbulkan niiat 

jahat bagii iindiiviidu teirseibut.7 

Peimeiriintah Reipubliik Iindoneisiia meimpunyaii keiwajiiban konstiitusiional yang diibeiriikan 

oleih UUD 1945 seibagaiimana teircantum dalam ayat 4 seibagaii tujuan neigara, bahwa peimeiriintah 

beirkeiwajiiban meiliindungii seigeinap bangsa Iindoneisiia dan seiluruh tumpah darah Iindoneisiia seirta 

meimajukan keiseijahteiraan umum, dan meinceirdaskan keihiidupan bangsa, dan turut seirta 

meilaksanakan keiteirtiiban duniia yang beirdasarkan keimeirdeikaan, peirdamaiian abadii, dan 

keiadiilan sosiial. Konstiitusii meimbeiriikan ruang untuk meimbuat peiraturan atau keibiijakan dalam 

rangka meinanggulangii keijahatan peinggunaan data priibadii dan meiliindungii keipeimiiliikan data 

priibadii. Hukum meirupakan iinstrumein dalam neigara meingeinaii peinyeileinggaraan peimeiriintahan 

dalam meincapaii tujuan neigara 

Untuk iitu diipeirlukan upaya peimeiriintah dalam rangka peimbeirantasan masalah piinjaman 

onliinei. Peiraturan Otoriitas Jasa Keiuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 teintang Layanan 

Piinjam Meimiinjam Uang Beirbasiis Teiknologii Iinformasii (LPMUBTIi), Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 teintang peirubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 teintang 

Iinformasii dan Transaksii Eileiktroniik (UU IiTEi) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

teintang Peirliindungan Konsumein (UUPK), teirnyata beilum seipeinuhnya dapat meimbeiriikan 

jamiinan beirupa peirliindungan hukum bagii para peingguna layanan piinjol. Beirkaiitan deingan hal-

hal yang teilah diiuraiikan pada latar beilakang masalah diiatas, peinuliis teirtariik untuk meingangkat 

judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pengancaman Pada Kasus 

Pinjaman Online”. 

2. Metode  

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1.Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pengancaman pada Kasus 

Pinjaman Online 

Seiti iap hal yang ki ita lakukan ti idak di ipungki iri i akan beirpoteinsi i meinjadii korban. Korban 

meirupakan i isti ilah atau status dari i seiseiorang yang te ilah meingalami i keirugiian. Pi injaman onli inei 

juga meimbeiri ikan teiror yang si ingkat, saat meingalami i keiteirlambatan dalam peimbayaran, korban 

di ikeinakan deinda dan me imbuat utang korban me ingalami i peini ingkatan. Seihi ingga korban 

meimbayar utang yang leibi ih beisar darii jumlah yang di ipi injam. Peiri ilaku keiti idakmampuan korban 

dalam meilunasii utangnya yang te ilah jatuh te impo bai ik seicara se ingaja maupun ti idak seingaja 

meimbuat pi ihak pi injaman onli inei meirasa di irugi ikan, seihi ingga me insti imulus peilaku untuk 

meinggunakan keijahatan agar korban se igeira meilunasi i utangnya. 

Korban juga me ineiri ima tagi ihan deingan cara i inti imi idasi i darii deibt colleictor pi injaman 

onli inei. Dalam peinagi ihan korban meindapatkan ancaman dan ke ikeirasan veirbal yang 

 
6Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, The Urgency Of Legal Protection For Online Loan Service 

Users,Proceeding of the 2nd international Conference on Law and Human Right 2021(ICLHR 2021), 2021, hlm. 

215. 
7Bonaventure Kevin Gunawan, Legal Protection for Online Loan Business Actors Regarding personal data, 

Jurnal Wacana Hukum dan Sains Universitas Merdeka Surabaya, April 12, 2023, hlm. 80 
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meini imbulkan keirugi ian seipeirtii ti imbulnya streiss dan keiceimasan beirleibi ihan aki ibat utang dan 

teiror yang di ialami i seihi ingga dalam beibeirapa kasus yang te irjadi i di i Iindoneisi ia, korban 

meimutuskan bunuh di iri i. Keibeiradaan dan te iror pi injaman onli inei meirupakan peirmasalahan yang 

meimbeiri ikan dampak ne igati if bagi i masyarakat. Teirdapat beibeirapa korban yang ke ihi ilangan 

peikeirjaanya di iseibabkan te iror pi injaman onli inei dan meimi ili ih bunuh di iri i seibagai i keiputusan 

di ikareinakan malu, ke ihi ilangan peikeirjaan, dan frustasi i aki ibat utang yang me inumpuk. Meingacu 

pada peingancaman ti idak teirleipas darii peiranan korban di idalamnya, te intunya suatu ti indakan 

peingancaman akan di ilakukan apabi ila peilaku meili ihat suatu ceilah untuk me ilakukan aksi inya. 

Peiranan korban dalam te irjadi inya ti indak pi idana peingancaman pada kasus pinjaman online ini 

tentu  ada korban yang me indorong para oknum dari i peirusahaan pi injaman onli inei tersebut untuk 

meilakukan keijahatan, atau korban se icara sadar maupun  ti idak sadar  te ilah meindorong oknum 

peirusahaan pi injol te irseibut untuk meilakukan keijahatan atau beirbuat jahat te irhadapnya, seihi ingga 

hal teirseibut meirupakan tanggung jawab pe ilaku dan korban. 

Penulis berpendapat bahwa  hubungan antara korban dan pelaku ini berhubungan 

dengan  teori criminal function relationship dimana terdapat sikap provokatif yang dilakukan 

oleh korban pinjaman online ini sehingga memicu pelaku untuk melakukan kejahatan, sehingga 

korban juga perlu bertanggungjawab atas kejahatan yang menimpanya. membahas tentang 

tanggung jawab fungsional peran antara korban dengan kejahatan. Hal ini diikareinakan dalam 

teirjadiinya suatu keijahatan, korban tiidak hanya meinciiptakan keimungkiinan keijahatan, teitapii 

juga meimpeirceipat teirjadiinya keijahatan. Artiinya korban dapat meingeimbangkan arah tiidak 

piidana peilaku teirhadap diiriinya seindiirii. Korban meimungkiinkan meimbeiriikan motiivasii keipada 

peilaku keijahatan seicara tiidak sadar maupun seicara sadar, meingabaiikan riisiiko yang diiambiil, 

bahkan mungkiin korban meirasa bahwa provokasiinya teirseibut dapat diibeinarkan. 

Peiranan korban sangat be isar dalam te irjadi inya ti indak pi idana peingancaman pada 

pi injaman onli inei yang seicara ti idak sadar me injadiikan di iri inya di ivi ikti imi isasi i oleih peilaku atau 

deingan kata lai in me injadi ikan di iri inya korban. Salah satu Ti indakan yang di ilakukan peirusahaan 

pi injol adalah i inti imi idasi i, yang di iatur dalam KUHP dan UU IiTEi Nomor 19 tahun 2016. 

Iinti imi idasi i adalah Ti indakan meinakut-nakuti i teirutama untuk me imaksa orang atau pi ihak lai in 

beirbuat seisuatu; geirtakan, ancaman. Seiti iap ti indak pi idana teirdapat beibeirapa unsur keiseingajaan, 

beigi itu juga deingan ancaman. Ancaman masuk unsur ke iseingajaan, yang be irsiifat tujuan. Cara 

meimaksa meinggunakan ancaman teirtuli is, li isan, akan meimbuka rahasi ia korban. Maksud peilaku 

untuk meilakukan ancaman, me irupakan ti indak pi idana yang di ilarang, peirbuatan meilawan hukum 

beirbeintuk ancaman meirupakan pi idana teirhadap orang ai in, yang meirupakan keikuasaan meireika 

 

3.2.Proses Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana 

Pengancaman Pada Kasus Pinjaman Online 

Peirliindungan hukum me irupakan hal yang di ianggap peirlu dan di ii ingi inkan atau 

di iharapkan pi ihak korban ti indak pi idana seibagai i konseikueinsi i logi is atas peindeiri itaan yang 

di ialami inya. Teirdapat dua macam si ifat dari i wujud peirliindungan hukum yang te ilah di iseidi iakan 

dan di iteintukan oleih neigara antara lai in yai itu prohi ibi iteid atau yang bi iasa di iseibut deingan si ifat 

peinceigahan, dan yang ke idua yai itu sancti ion atau yang di ikeinal deingan hukuman.8 Keidudukan 

korban keijahatan tiidak hanya seikeidar dapat iikut seirta dalam proseis meimiiliih dan meineintukan 

beintuk peirliindungan dan dukungan keiamanan atau dapat meimpeiroleih iinformasii meingeinaii 

 
8R. M. Armaya Mangkunegara, Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis  Perlindungan 

Hukum Terhadap Korban, Climate Change 2013. Vol. 13.   
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putusan peingadiilan teitapii piihak yang diirugiikan beirhak untuk meimpeiroleih gantii rugii darii apa-

apa yang diideiriita. 

Dalam UU IiTEi juga meimi iliiki i keibi ijakan seibagai i upaya peirliindungan hukum peingguna 

layanan pi injaman onli inei yang mana teirdapat pada Pasal 26 Ayat 1 dan 2 diimana dalam pasal 1 

teirkai it deingan peinggunaan data pri ibadi i seiseiorang dalam peinggunaannya harus be irdasarkan 

peirseitujuan pi ihak yang be irkeipeinti ingan te irhadap data te irseibut dan pada pasal 2 me ineigaskan 

peilanggaran yang di ilakukan pada ayat 1 maka pi ihak yang di irugiikan dapat meingajukan gugatan 

teirhadap keirugiian yang di iteiri imanya atas pe irbuatan yang di imaksud pada ayat 1 te irseibut. 

Keimudi ian pada Pasal 45 Ayat 3 UU I iTEi yang mana dalam pasal i ini i beirkai itan deingan 

peirliindungan peingguna layanan pi injol dalam hal i ini i peilaku meimeinuhi i unsur dalam pasal i inii 

yang mana teilah tanpa hak dan di iseingaja me indi istri ibusi ikan data mi ili ik peingguna yang mana 

peirbuatan teirseibut juga teirmasuk dalam pasal 27 ayat 3. Seilaiin i itu juga ancaman yang di ilakukan 

oleih deibt colleictor keipada korban jasa pi injaman onliinei teilah me imi iliiki i peirliindungan hukum 

yang meili indungi inya yai itu teirdapat pada pasal 45 huruf B UU IiTE i yang mana dalam pasal i ini i 

meili indungi i peingguna jasa pi injol ji ika teirjadi i ancaman yang ke imudi ian di iteiri imanya yang 

beirtujuan untuk meinakut-nakuti i dan maksud i ini i juga meirupakan maksud dari i pasal 29 UU IiTE i 

yang meimuat peirli indungan teirhadap ancaman dari i layanan jasa pi injol teirseibut. Peinyeileisai ian 

seicara hukum dapat di ilakukan meilalui i peingaturan peiraturan pi idana te irhadap peilanggaran hak-

hak i isti imeiwa peingguna layanan yang hanya me imbeiri ikan keiuntungan seipi ihak keipada 

organi isasi i pi injol. Me iski ipun deimi iki ian, untuk peinggunaan i informasi i priibadi i seiseiorang, masi ih 

di ipeirlukan peidoman leibi ih lanjut, yang hi ingga saat i inii beilum ada peidoman yang seicara eikspli isi it 

meingatur hal i ini i.9  

Adanya aturan de ingan tujuan me imbeiri ikan peirliindungan keipada korban layanan 

pi injaman onliinei teirnyata be ilum mampu meinceigah teirjadi inya peilanggaran te irhadap peingguna 

layanan pi injaman onli inei. Deiklarasi i Uniiveirsal Hak Asasi i Manusi ia (DUHAM) meineintukan, 

bahwa “ti idak seiorang pun bole ih di iganggu urusan pri ibadi inya, keiluarganya, rumah tangganya 

atau hubungan surat me inyuratnya deingan seiweinang-weinang; juga ti idak di ipeirkeinankan 

meilakukan peilanggaran atas ke ihormatan dan nama bai iknya. Seiti iap orang beirhak meindapat 

peirliindungan hukum teirhadap gangguan atau peilanggaran seipeirti i i ini i.”  

Adapun beintuk peirliindungan teirseibut dapat di ibagi i 2, yai itu: Peirliindungan preiveinti if, 

yai itu peirliindungan hukum yang be irtujuan untuk me inceigah teirjadi inya seingkeita, salah satunya 

meilalui i upaya sosi iali isasi i yang di ilakukan ole ih pi ihak OJK beikeirjasama de ingan Keimeinteiri ian 

Komuni ikasi i dan Iinformati ika dalam rangka me imbeiri ikan peingeitahuan keipada masyarakat 

meingeinai i pi injaman onli inei darii beirbagai i aspeik bai ik leigali itas, suku bunga, meitodei peinawaran 

dan seibagai inya. Seilaiin i itu juga peirlu meilakukan koordi inasi i deingan Keimeinteiri ian Hukum dan 

HAM dalam hal i ini i Badan Peimbi inaan Hukum Neigara (BPHN) agar dapat me imbantu dalam 

meimbeiri ikan peinyuluhan hukum me ingeinai i dampak dari i peinggunaan pi injaman onli inei i illeigal 

teirutama yang beirkai itan deingan peilanggaran HAM.  Se ilanjutnya adalah Pe irliindungan reifreisi if 

adalah peirliindungan hukum yang tujuannya untuk me inyeileisai ikan seingkeita, apabi ila ada pi ihak 

yang meirasa di irugi ikan dapat meingajukan peingaduan agar seingkeita yang teirjadi i dapat seigeira 

teirseileisai ikan. Seilanjutnya me inurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 

Teintang Peirliindungan Konsumein Seiktor Jasa Keiuangan (seilanjutnya di isi ingkat POJK 

No.1/POJK.07/2013) bahwa: Ayat (1) “Dalam hal ti idak meincapai i keiseipakatan peinyeileisai ian 

peingaduan, Konsumein dapat meilakukan peinyeileisai ian seingkeita di i luar peingadi ilan atau meilalui i 

peingadi ilan.”  Ayat (2) “Pe inyeileisai ian seingkeita di i luar peingadi ilan seibagai imana di imaksud pada 

 
9Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi 

Pinjaman Online. Jurnal Hukum De Rechtsstaat, 7(2), 199-205., hlm 202 
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ayat (1) di ilakukan me ilalui i leimbaga alteirnati if peinyeileisai ian seingkeita.” Ayat (3) “Dalam hal 

peinyeileisai ian seingkeita ti idak di ilakukan meilalui i leimbaga alteirnati if peinyeileisai ian seingkeita 

seibagai imana di imaksud pada ayat (2), Konsume in dapat meinyampai ikan peirmohonan keipada 

Otoriitas Jasa Keiuangan untuk meimfasi ili itasii peinyeileisai ian peingaduan Konsumein yang 

di irugiikan oleih peilaku di i Peilaku Usaha Jasa Keiuangan. 

Adapun beintuk peirliindungan hukum teirhadap korban tiindak piidana peingancaman pada 

kasus piinjaman onliinei dapat diiwujudkan dalam beintuk: gantii rugii, Reistiitusii, kompeinsasii, 

bantuan hukum, konseiliing peirliindungan. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pengancaman  pada kasus pinjaman 

online ini, korban dan pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya 

suatu tindak pidana, sehingga dalam beberapa kasus korban juga ikut bertanggung 

jawab dalam terjadinya suatu tindak pidana. Kejahatan dalam tindak pidana 

pengancaman pada kasus pinjaman online ini tidak mungkin terjadi tanpa peran korban 

didalamnya karena korban sebagai partisipan pertama yang memegang peranan 

penting bahkan setelah kejahatan dilakukan. Korban dan pelaku pinjaman online ini 

berhubungan dengan teori criminal function relationship, dikatakan bahwa kejahatan 

terjadi sebab korban yang bertindak sebagai provocative victims yang secara langsung 

atau tidak langsung mendorong dirinya menjadi korban (menyebabkan pelaku 

mendapat kesempatan untuk berbuat jahat). 

b. Proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman pada kasus 

pinjaman online di kepolisian dalam system peradilan pidana belum terlaksana dengan 

baik. Banyak korban tindak pidana pengancaman pada kasus pinjaman online 

mencoba melaporkan secara mandiri tindak pidana yang mereka alami kepada 

kepolisian namun laporan tersebut kemudian ditolak dengan alasan yang beragam. 

Tindakan tersebut seolah mewajarkan korban karena mereka belum membayar 

pinjamanya. Pemerintah dalam hal ini mengambil langkah-langkah preventif seperti 

lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan 

semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang 

aman yang direkomendasikan pihak OJK serta memahami risiko-risiko yang mungkin 

terjadi saat menggunakan layanan pinjol. Koordinasi  para pihak seperti OJK, 

Bareskrim Polri, Kementrian Komunikasi  dan informatika RI, Kementrian Koperasi 

dan UKM RI, dan Bank Indonesia merupakan stakeholder yang dapat melakukan garis 

pengawasan untuk memberikan efek jera terhadap perusahaan pinjaman online. 
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